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» PROYEK PEMERINTAH

Anggaran
Disetop,
Lelang Paket
DAK Ditunda

JOGJA—Sejumlah proyek infrastruktur di
kabupaten/kota di DIY yang menggunakan da_na‘
alokasi khusus (DAK) ditunda. Penghentian ini
mengacu pada Surat Edaran Menteri Keuangan.
Di Kota Jogja, sejumlah lelang yang telah
masuk di Badan Layanan Pengadaan (BLP)
ditarik kembali.

Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP)
Kota Jogja, Umi Akhsanti, menjelaskan terdapat
empat paket proyek yang lelangnya dibatalkan.
“Lelang sudah masuk BLP tetapi belum tayang,”
ujarnya, Senin (30/3). Keempat paket ini masing-
masing pemeliharaan jalan meliputi Jalan Nitikan,
Jalan Lowanu, Jalan Ki Penjawi dan Jalan Cik
Ditiro. Keempat paket ini menggunakan anggaran
DAK dengan total nilai Rp1S miliar.

Menurutnya, kerusakan di empat ruas jalan
tersebut belum terlalu parah sehingga masih
layak digunakan. Karena lelang dibatalkan,
jajarannya memperbaiki jalan menggunakan
dana swakelola. Kebijakan ini juga berdampak
pada pembangunan Pasar Kluwih. Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Jogja, Yunianto
Dwisutono, menjelaskan pembangunan Pasar
Kluwih menggunakan DAK senilai Rp3,5 miliar.

Pasar Kluwih rencananya dibangun pada
pertengahan tahun ini dan selesai pada akhir
tahun. “Kami juga menggunakan DAK untuk
studi transportasi UPT Metrologi senilai Rp800
juta, yang juga harus ditunda” ujarnya.

Capai Rp35 Miliar
Di Bantul, Pemkab langsung merespons surat
tanfi  dari Menteri Keuangan tentang penghentian ¢4
—f— DAK. “dari hasil penyisiran sementara ada —f——
Rp35 miliar anggaran kegiatan dari DAK yang
dihentikan,” kata Sekda Bantul, Helmi Jamharis,
" Senin. Helmi mengatakan anggaran Rp35 miliar |
tersebar ada di sejumlah organisasi perangkat
«|  daerah (OPD). la belum mengetahui anggaran
----- -+ itu akan digunakan untuk apa karena DAK
merupakan kebijakan Pemerintah Pusat.
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Instansi Nilai Berita S_ifat Tindak _Lanzj;t_
1. Dinas PUPKP Netral Biasa Untuk Diketahui
2. Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
3. BPKAD
4. Bagian Layanan Pengadaan
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